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Yth.

1. Ketua Departemen
2. Ketua Program Studi
di lingkungan Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada

Sehubungan dengan pentingnya menciptakan lingkungan akademik yang aman, bersama ini
kami menyampaikan:
1. Prosedur Operasional Standar Penerimaan Laporan Kasus Kekerasan dan Pelanggaran
Etika Mahasiswa SV UGM
2. Prosedur Operasional Standar Pemeriksaan Dugaan Kasus Kekerasan dan Pelanggaran
Etika Mahasiswa SV UGM
yang diharapkan dapat dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh civitas akademika di Sekolah
Vokasi Universitas Gadjah Mada.

Alur pelaporan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas tentang langkah-
langkah yang perlu ditempuh bagi korban atau pihak yang mengetahui adanya tindakan
kekerasan dan pelanggaran etik di lingkungan Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada, serta
memastikan bahwa proses penanganan kasus dilakukan secara tepat, transparan, dan tanpa
diskriminasi.

Demikian Surat Edaran ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik kami
ucapkan terima kasih.
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Prosedur Operasional Standar
Penerimaan Laporan Kasus Kekerasan dan Pelanggaran Etika
Mahasiswa SV UGM

Pelaksana Mutu Baku
Keglatan i impil i i
9 Korban/Saksi | Tim Fakultas/ | Tim Komite Mg Rimpinan Universitas/ Lembaga Keterangan
{Pelapar) Sekolah Pemeriksa Pelayanan Fakultas dan/atau Terkait Kelengkapan Waktu Luaran
Awal Direktorat SDM
Laporan ditindaklanjutl dengan memliah derajat potensl pelanggaran:
Melaporkan dugaan tindak 1. Ringan 2, Sedang 3. Berat
kekerasan dan pelanggaran
etika Laporan Awal Dugaan Kekerasan dan Pelanggaran Etika dapat terdirl dari antara lain:
Keterangan: 1. Jikaringan - sedang blsa disclesaikan dl departemen/prod|
Laporan Awal Dugaan 2. Jika sedang - berat blsa diteruskan ke dekanat
*Pelanggaran ringan - sedang Data/informasl 1jam Kekerasan dan
**Pelanggaran sedang - berat Pelanggaran Etika Laporan Awal Dugaan Kekerasan dan Pelanggaran Etika dapat terdiri dari antara lain:
1. Nama pelapor/korban 5. Indikasi jenis pslanggaran
2. NIM/NIK 6. Cerita singkat peristiwaKeterangan
3. Jenis kelamin apakah memiliki disabilitas/tidak
4. Nomor teleponfalamat sural [smail) 7. itas terlapor [jika il 1)
pelapor

Membuat dan meneruskan
laporan awal dugaan
kekerasan dan pelanggaran
etika

Laporan Awal Dugaan
Laporan Awal Dugaan
Tharl  |Kekerasan dan Pelanggaran)
Kekerasan té::ir:(:elanggaran Etika terlengkapi

Laporan awal tidak harus diisi secara lengkap oleh pelapor, namun dapat dibantu dilengkapi
bersama komite pemeriksa

-

Asesmen meliputi:

1. Menggali informasi lebih dalam tentang dugaan kekerasan dan pelanggaran atika
termasuk bukti yang didapat

2. Melakukan asesmen kondisi dan kebutuhan karban

Form Asesmen 3 hari Laporan Hasil 3. i ikan hak-hak korban

4. Melakukan intervensi cepat

Melakukan verifikasi dugaan
kasus kekerasan dan
pelanggaran etika

B
— @

[

Kasus emergency : maksimal 3 hari
Kasus nan-emergency : 7-10 hari

Pelayanan awal yang meliputi: Mitra pelayanan awal di antaranya:
1. Keamanan; 1. Menggali informasi lebih dalam tentang dugaan
1. Laporan Hasil Asesmen . Notulensi hasil koordinasi g kekm:;an d?n palanggaran etika termasuk bukti
Mengoordinasi pelayanan a a 4 4 2. Kelengkapan Thari pelayanan awal - ; yang didapal -
awal administratif sesuai 4. Psikososial; 2. kondisi dan korban
kondisi §. Hukum, dalam hal harus dip < i il hak-hak karban
secara hukum; 4. Melakukan intervensi cepat
8. Akademis; danfatau
7. layanan lain yang diperukan.
< i~ 1. Notulensi Hasil Rapat Komite pameriksa y rapat inasi untuk membahas:
M dinasi hasil 1. hasil Koordinasi
lengoor: dlnasl asil i koordinasi pelayanan ’ 2. Surat Tugas Kamite a. korb /saksi berdasarkan hasil verifikasi laporan;
Aseamen can menunjy awal 7 hari iksa danfat; b, awal terhadap karban/pelapor{saksi dan pelapor;
Kamite Pemeriksa dan/fatau 2. Draft nama Komite
Pendamping ' u Surat Tugas ¢. perslapan penggalian informasi lanjutan.
Pemeriksa Pendamping yang Daft Komite P ksa akan ditetapk leh Dekal
disepakati aftar nama Komite Pemeriksa akan ditetapkan oleh Dekan.
Daftar dokumen:

Kondisi A: ketika pelapor dan/atau terlapar berada diinternal UGM
1. Laparan Dugaan Kekerasan Kondisi B:
Mendokumentasikan EG 2. ﬁs:;: ;ig'g?l?;':t;‘i:rl\l}(:ena 1hari Dokumen Kasts (1) ketika pelapor dan/atau terlapor berada di eksternal UGM.
laporan 3. Hasil rapat koordinasi {2) pelaku adalah dosenjtendik berstatus PNS.

4, Penanganan awal yang
diterima korban/pelapor/
saksi

Apabila terkait dengan dosen/tenaga kependidikan, maka perlu ditembuskan ke WR SODMK/WD
SDMAK, dan langsung dikomunikasikan Direktorat SOM dan mengusulkan nama yang masuk
dalam daftar komite pemeriksa

ﬁ Laporan Hasll Assesmen 1 hatl 1. Laporan Hasil D | kasus hanya disimpan dan hanya dapat dlakses olch Komite Pemeriksa
Mengirimkan laporan kasus 2, surat Pengantar
3. Undangan koordinas|
awal
" ra | - 1. Laporan Hasll Asesmen 1hatl Lembaga terkalt adalah Kemdlkbudristekdikti danfatau LLDIKTI wllayah setempat atau
SIaLBa S | 2. Surat Pengantar Tindakan lanjut lembaga pengada layanan Korban di luar UGM yang dirujuk
T 3. Undangan koordInasi laporan kasus
| awal

Laparan Hasil Assesmen 1 hari laporan kasus pemeriksaan.

menindakianjut laporan
Kasus
Apabila terkait dengan dosen/tenaga kependidikan PNS maka Komite Pemeriksa berasal dari

Tindakan lanjut unsur Satuan Pengawas Internal, Direktorat SDM, atasan langsung berlanjut ke pos
Melakukan penanganan
lanjutan

g




Prosedur Operasional Standar Pemeriksaan Dugaan
Kasus Kekerasan dan Pelanggaran Etika

Mahasiswa SV UGM
Pelaksana Mutu Baku
Kegiatan ‘Wakil Dekan Bidang
Komite
mww ::“ Hukor Pemeriksa Kelengkapan Waktu Output
Mendistribusikan 1. Surat Undangan Rapat
Surat U @— 2. Laporan Hasil Asesmen 1 hari ; E:m’:"::::ﬂ?::::n
rapat koordinas| awal ] 3. Berkas Dokumen Kasus IR
m:' rapat 1. Surat Undangan Rapat 1. Notulensi Rapat (berisi kesepakatan
koordinasl awal 2 2. Surat Undangan Pertemuan 1 harl anggota komite pemeriksa)
pembentukan komite 3. Laporan Hasil Asesmen 2. Draf SK komite pemarik
' b o
Mengirimkan Draft Draf SK Pengangkatan
SK ?(3“(. Pemeriksa 3 Komite Pelaksana Shart
Menetapkan SK a4 SK Pengangkatan Pemeriksa
Komite Pemeriksa
" by w- El g ‘ 90 harl kerja dan
Menerima dan | '
' 1| SK Pengangkatan Komite dapat
mendietribusican SK \ 5 5 1| Pemeriksa diperpanjang
i N el i M on B g S B B e selama hari kerja

1. Surat Panggilan Berita Acara Pemeriksaan

2, Berita Acara Pemeriksaan

3. Daftar Hadir

4. Berkas Pendukung

Pemeriksaan Lainnya
Melaksanakan
proses pemeriksaan
6

Melakukan rapat 1. Berlta Acara Pemeriksaan
pengambilan 7 2, Draf Laporan Hasil 1 harl Rekomendas! Keputusan
keputusan Pemeriksaan
Menyusun laporan
hasil pemeriksaan Rekomendasi Keputusan 7 hari Laporan H?;l’l‘:‘:mcﬂklnn

Keterangan

Tim terdirl darl unsur Dekan, Departemen dan Program
Studi

a. Pihak terkait adalah:

1. Karban 4, Terlapor
2. Saksi 5. Saksi Ahli
3. Pelapor
b. Atas permintaan, Dekan dapat keputusan

sementara untuk menangguhkan proses administrasi,
berdasarkan rekomendasi dari komite pemeriksa.

€. Komite Pemeriksa melakukan pemeriksaan dugaan kekerasan
dan/atau pelanggaran etika dalam jangka waktu 30(tiga puluh)
harl kerja sefak Komite Pemeriksa ditugaskan dan dapat
diperpanjang paling lama 12 (dua belas) hari kerja. Pemeriksaan
oleh Komite Pemeriksa meliputi:

1. Pemeriksaan dob

2. Pemeriksaan pelapor,
terlapor, saksi;

[P

d. I terlapor, dan/ tidak dapat
dlw.kllknn dan dilakukan secara terpisah baik secara luring
maupun daring sesual k Komite Py

e. Apabila p terlapor, dan/

pommogibn selama 3 kali, maka Komite P‘modku berhak
P ik dan b P

1.\ proses ik il

Roktof Nomov 1 ’rnhun 2023 lomlno Pencegahan dan
g UGM pasal 30 - 41,

g. Komponen dari Laporan Hasil Pemeriksaan sesuai dengan

pasal 37 ayat (2).

korban tidak

sesuai Py

R dasi Keput: terkait gan saksi, pemulihan, dan
pencegahan kasus serupa
1. Peny lap hasil p ik inasi oleh
is Komite F g
2.P sanksi pada Perat Rektor Nomor 1

Tahun 2023 pasal 46 u'mpal pasal 47
3. Dalam hal Terlapor tidak terbukti, Rektor atau Dekan
melakukan pemulihan nama baik Terlapor



